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PENETAPAN
Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rap
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XUXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Meranti Paham,
agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun |, Desa Meranti Paham, Kecamatan
Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meranti Paham,
agama lIslam pendidikan SD, perkerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Dusun |, Desa Meranti Paham, Kecamatan
Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 September

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor

1370/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
yang Menikah pada hari Jumat, 16 April 2021 berstatus Jejaka dengan
Perawan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXxxxxxxyang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Hulu,
Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 16 April 2021;
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2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
dirumah orangtua Tergugat selama 6 Bulan yang beralamat di Semelinang
Darat, Desa Semelinang Darat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu, Riua, kemudia berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumah
orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun |, Desa Meranti Paham,
Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisabh;

3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 1 (Satu) anak
yaitu xxxxxxx, Perempuan, lahir di Peranap 14 Juni 2021 (bersama
Penggugat);

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak Mei 2022 tidak
rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
4.1.Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat melimpahkan kebutuhan

sehari-hari kepada keluarga Tergugat;
4.2. Tergugat memakai Narkoba jenis Sabu-Sabu diketahui Penggugat dengan
disampaikan teman Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022.
Pada saat itu Tergugat diajak kerja abang Penggugat, kemdian setelah pulang
kerja Tergugat pun mengatakan bahwa Tergugat ingin pulang kerumah
orangtua Tergugat karena gaji Tergugat kecil. Tergugat pun meninggalkan
Penggugat sampai sekarang, Penggugat tidak tahan dan memilih untuk
berpisah;

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 2
Tahun 3 Bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga jalan terbaik adalah berpisah
saja;

8. Bahwa mengingat usia 1 (Satu) orang anak yang bernama, Arumi Nasha

Razeta, Perempuan, lahir di Peranap 14 Juni 2021 (3 Tahun), masih dibawah
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umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang masih
membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi
masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta
memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (Satu) orang
anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi
kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat
dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa

dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap
diri Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama, Arumi Nasha Razeta,
Perempuan, lahir di Peranap 14 Juni 2021 (3 Tahun), berada dalam
hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapatberpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di
persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang

sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;
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Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan
perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan advice hukum
kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa a
quo;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan
kehendaknya agar in casu dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan
tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara a quo adalah Cerai Gugat sebagaimana
tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Udang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agam,
dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka mengadili perkara a quo secara absolut adalah menjadi kompetensi
peradilan agama,;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara a quo pada Pengadilan
Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana
Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidak-tidaknya telah tidak
ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat,
maka mengadili perkara a quo secara relatif adalah menjadi kompetensi
Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan
mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan
advice hukum kepada Penggugat spaya memilih cara berdamai dalam

penyelesaian sengketa a quo dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau
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mengungkapkan kehendaknya agar perkara in case dicabut seta mohon dapat
dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu
dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan
instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata
adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan
hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan
perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum
yang dimilikinya tersebut. In casu a quo melalui prosedur litigas dengan
mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok
orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban
diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian
terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. In casu a quo melalui
pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang
maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula
sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada
saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih
dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari
persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara a quo senyatanya belum melewati fase jawaban
oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta
merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di
atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat

untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan
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kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang
semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka
selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk
mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan
Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang
Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat

atau pemohon

2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan

merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam
penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah Cerai Gugat yang termasuk
perkara di bidang perkawaninan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-
ketentuan hukum syar’l yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1370/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal
1446 Hijriah oleh Baginda, S.Ag., M.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H.
dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Ketua Majelis

Baginda, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera Pengganti

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran :Rp 30.000

2 Proses ‘Rp 50.000
3.  Panggilan :Rp 700.000
4.  PNBP :Rp 20.000
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5. Redaksi :Rp 10.000
6. Materai :Rp_10.000

@;":« Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
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